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Kisruh Tambang llegal
NMasyarakat Jangan
NMain Hakim Sendiri

ANGGOTA Komisi VII DPR
Mulvanto menvesalkan ter-
Jadinya bentrok antara masyara-
kat lokal dengan Warga Negara
Asing (WNA) dalam penam-
bangan cmas har di Sckotong,
Lombok Barat, WNWusa Tenggara
Barat (WNWTB), Sabtu (1 0/8/2024).
Pemerintah diminta mengambil
tindakan tegas, utamanya kepada
WINA pelaku penambangan har
demi menjaga kedaulatan hukum
nasional.

“Pemerintah harus menindak
tegas WINA vang menambang
emas tanpa izin sckaligus me-
nutup lokasi penambangan ilegal
tersebut,”” tegas Mulyanto, Rabu
(14/8/2024).

Mulvanto menegaskan, kasus
penambangan ilegal 1n1 sebenar-
nya sudah berulang kali terjadi,
tapi tidak jelas penindakannwya.
Akhimya, kasus penambangan liar
terus bermunculan di tempat lain.

“Kalr 1ni1 kalau pelakunya
benar adalah WINA, maka harus
ditindak serius oleh Pemerin-
tah. Kalau dibiarkan, di mana
kedaulatan kita scbagail scbuah
bangsa atas kekayaan sumber
dawva alam nasional kita.”” katanya

Politisi PK.S ini mendesak agar
pelanggaran pidana tambang
har imi1 diusut tuntas hingga ke
akar-akarmya. Sebab. sangat
tidak mungkin penambangan
1legal 1mi1 bisa beroperas: lama
dengan menggunakan alat berat
bila tanpa beking di belakangnwva.

Karena itu Pemerintah harus
berani menindak semua pihak
yvang terlhibat. Pemerintah harus
memberikan etek jera agar kasus
seperti ini tidak terus berulang.

Mulvanto bilang., bentrok
yvang terjadil di Sekotong karena
masyvarakat menganggap
Pemerintah tidak tegas dalam
menecgakkan aturan, schingga
masyarakat mengambil langkah
hukum sendiri untuk menertib-
kan penambangan liar tersebut.

Tentu kita tidak ingin tatanan
hukum porak-poranda dan ma-
svarakat bertindak main hakim
sendiri,”” wantinya

Dia pun mengingatkan agar
Pemerintah menata Izin Usaha
Pertambangan (IUP), schingga
pemilik tambang dapat mengu-
sahakan tambangnvyva dengan
baik. ““Kalau terjadi pelanggaran,
Pemerintah cabut saja IUP-nyva.™
desaknwva.

Mulyvanto lalu menyorot: lang-
kah Pemerintah membentuk
Satuan Tugas (Satgas) Terpadu
Tambang llegal. Rencana ini
hanya wacana. Padahal Kemen-
terian Energr dan Sumber Dawva
Mineral (ESIDM) sudah lama
selesal menyvusun draf regulasi
satzas 1ni.

Init menandakan Pemerintah
tidak serius mengurus tambang
yvang sesual konstitusi: dikuasail
oleh negara untuk scbesar-
besarmnyva kemakmuran rakwat,”™
pungkasnyva. m KAL
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